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[bookmark: _Toc488609641]BAB I

PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc488609642]LATAR BELAKANG

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkaan dengan komponen neraca lainnya, pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pngertin tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap, aset tetap yang  dikuasai oleh pemerintah tetapi  tujuan penggunaannya untuk dikomsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.
Aset daerah berupa persediaan merupakan aset yang dilaporkan sebagai kelompok aset lancar. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset tetap. Dalam akuntansi aset tetap ini akan digunakan untuk menganalis kondisi keuangan pemerintah, hasil analisis ini akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan baik oleh pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan, jika aset daerah yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau aset daerah yang sudah hilang tidak dihapuskan sehingga masih tetap dilaporkan di neraca. 
Salah satu pengelolaan aset daerah adalah penghapusan aset, penghapusan adalah tindakan menghapus aset daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila diharuskan, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Dan seiring berjalannya waktu, maka aset tetap yang telah digunakan tentunya akan mengalami kerusakan, pertukaran, penjualan hinggaa kehilangan. Dalam hal ini dalam instansi pemerintahan daerah harus memilki sistem  yang baik dan mampu mencatat perubahan-perubahan aset tetap yang dimilikinya seperti penghentian atau penghapusan aset tetap.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih jauh dala bentuk Laporan Akhir dengan judul “PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA”
[bookmark: _Toc488609643]RUMUSAN MASALAH

		Berdasarkan uraian pada latar belekang di atas, maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah bagaimana prosedur penghapusan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan Aset Daerah dan kondisi apa yang melatarbelakangi dihapuskannya aset tetap dalam prosedur penghapusan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah?
[bookmark: _Toc488609644]TUJUAN PENELITIAN

		Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah Untuk mengetahui bagaimana prosedur penghapusan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah
[bookmark: _Toc488609645]MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
		Manfaat Praktis:
1. Bagi instansi pemerintahan
Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kantor. Kantor dapat mengetahui permasalahan yang terjadi, khususnya tentang prosedur penghapusan aset tetap
2. Bagi pihak lain
Dapat memberikan informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya mengenai prosedur penghapusan aset tetap dan dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai prosedur penghapusan aset tetap
 Manfaat Akademis:
1. Bagi penulis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, baik teori maupun praktek mengenai prosedur penghapusan aset tetap
2. Bagi program studi akuntansi
Diharapkan dapat memberi topik baru yang dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi terhadap kurikulum dalam kegiatan perkuliahan, terutama sebagai contoh judul untuk membuat laporan dalam mata kuliah, PKL dan tugas akhir
3. Bagi pembaca
Diharapkan dapat menambah pengetahuan umum tentang prosedur penghapusan aset tetap dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau sumbangan pemikiran yang baik dalam penelitian selanjutnya

[bookmark: _Toc488609646]METODE ANALISIS DATA

	Metode analisa data yang digunakan adalah metoe deksriptifyaitu menguraikan data prosedur penghapusan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah. 
[bookmark: _Toc488609647]Prosedur Pengumpulan Data
1. Wawancara
	Mengadakan tanya jawab, dan diskusi secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak kantor, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan aset (aset tetap)
2. Observasi
	Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan lansung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan prosedur penghapusan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah
3. Studi Kepustakaan
	Membaca liberatur-liberatur dan buku-buku yang berhubungan dengan objek Aset Tetap
[bookmark: _Toc488609648]Teknik Pengumpulan Data
	Teknik pengumpulan data ang dipakai oleh penulis adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, liberatur-liberatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan



[bookmark: _Toc488609649]Teknik Analisa Data
Adapun teknik analisa data yang dipakai penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengklasifikasikan data yang digunakan dalam prosedur penghapusan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah
2. Menjelaskan prosedur penghapusan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah
[bookmark: _Toc488609650]Deksripsi Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
[bookmark: _Toc488609651]1.6.1 Gambaran umum kantor
   Kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi utara, kantor yang biasa di sebut BPKAD ini berada di lantai III  kantor gubernur sulawesi utara yang tepatnya di sayap kanan kantor gubernur sulawesi utara dan awal mula kantor ini di mulai berdirinya kantor gubernur sulawesi utara pada tahun 1960.
   Kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi utara (BPKAD) pada awalnya di bentuk kantor gubernur sulawesi utara bernama biro keuangan dan kemudian pada 30 desember 2011 biro keuangan ini di ganti dengan badan pengelola keuangan dan barang  milik daerah provinsi sulawesi utara dibawah pimpinan sekreariat daerah provinsi sulawesi utara, kemudian kantor badan pengelola keuangan dan barang milik daerah di ubah pada desember 2016 menjadi badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi utara.
[bookmark: _Toc488609652]1.6.2   Struktur Oraganisasi dan Job Deskripsi
Bentuk dan struktur organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah
Gambar 1.1 : Struktur organisasi kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah
[image: ]
*Sumber : bpkbmd.sulutprov.go.id
1.6.3 [bookmark: _Toc488609653]Job Deskripsi
1. Kepala Badan
· Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing bidang yang ada di kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah
2. Sekretariat
A. Sub Bagian Umum
· Menyelengarakan administrasi perkantoran
· Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, penyusuana rencana kebutuhan barang,peralatan dan mendistribusikan
· Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan invetaris kantor
B. Sub Bagian Perencanaan Keuangan
· Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban, dan verifikasi penyusunan perhitungan anggaran
· Menghimpun,mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan
· Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai, dan ganti rugi gaji pegawai, serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya.
C. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
· Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja
· Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
· Menyelenggarakan,melaksanakan, mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan pendidikan pelatihan pegawai
3. Bidang anggaran
A. Sub bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
· Menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang penyusunan APBD berdasarkan tugas dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
· Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  dalam rangka penyusun kebijakan umum APBD dan perubahan APBD
B. Sub bidang pengendalian pelaksanaan anggaran
· Menyiapkan anggaran kas untuk pemerintah daerah
· Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
C. Sub bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota
· Penatausahaan dana perimbangan dan pembiayaan
· Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang pembinaan keuangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya
4. Bidang perbendaharaan
A. Sub bidang pengelolaan administrasi gaji
· Menyusun rekapitulasi gaji PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran DAU setiap bulannya
· Mengidentifikasi data PNS beserta tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan struktural maupun jabatan fungsional
· Melaksanakan administrasi pemotongan/pemungutan pajak IWP, pph pasal 21 
B. Sub bidang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah
· Melaksanakan register  , vertifikasi, dan meneliti dokumen SPM
· Melaksanakan kajian, dan pengembangan tehadap sistem tata usaha daerah
· Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam SPM
C. Sub bidang pengelolaan kas
· Pelaksanaan piutang dan utang daerah
· Melaksanakan penempatan uang
· Melaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
5. Bidang akuntansi
A. Sub bidang pelaporan keuangan
· Menyusun laporan realisasi anggaran DAERAH
· Melaksanakan penyusunan anggaran kas BUD
· Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup akuntansi belanja
B. Sub bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan
· Melaksanakan prosedur akuntasi pengelolaan keuangan daerah
· Menyusun laporan keuangan daerah
· Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksaan APND, dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
C. Sub bidang investasi hutang dan piutang 
· Menyusun dan penerbitan surat penyediaan dana (SPD)
· Melakukan pencatatan penelitian terhadap bukti kas/bank  mengenai penerimaan daerah
6. Bidang aset
A. Sub bidang perencanaan dan penatausahaan aset
· Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenan dengan pengelolaan barang milik daerah
· Menghimpun, mempelajati, mengolah data informasi yang berhubungan dengan rencana kebutuhan barang daerah
· Meyusun pedoman standar kebutuhan barang daerah dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi barang daerah
B. Sub bidang penggunaan, pemanfaatan,dan pengamanan aset
· Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku
· Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan  barang milik daerah yang ada di dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
· Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah
C. Sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset
· Mempelajari, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atasan usulan pemindahtanganan barang milik daerah
· Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan barang milik daerah guna pengkajian penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi dan kepastian kepemilikan
1.6.4 [bookmark: _Toc488609654]Aktifitas Usaha
Tugas badan pengelola keuangan dan aset daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi:
A. Perumusan kebijakan teknis
B. Penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas
C. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
D. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset
E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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